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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.102,2015          Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. 

         Tata,   Cara,    pengalokasian,    besaran     alokasi,    dana    desa, 

         Tahun    Anggaran   2016. 

 
 
 

BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN BUPATI BANTUL 
 

NOMOR  102  TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI 

DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

  

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang            

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian 
Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap 

Desa Tahun Anggaran 2016; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 44);  

 
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 
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 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 
12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 
 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293); 

 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 
Nomor 17 );  

 
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 

82);  
 

 
M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA 
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 

4. Camat adalah Kepala Kecamatan. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan 

Pemerintah Desa. 

9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur 
pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis 

yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan. 
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 
Desa. 

15. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara. 
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BAB II 

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 
Bagian Kesatu 

Pengalokasian Dana Desa Dalam APBD 

 
Pasal 2 

 

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh 
persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 
 

Pasal 3 

 
(1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan 
DPRD. 
 

(2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 
(satu) tahun anggaran. 

 

Bagian Kedua 
Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa 

 
Pasal 4 

 

(1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.103.373.000.000,- (seratus tiga milyard tiga 

ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). 
 

(2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable 

sebagai berikut : 
a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa (JPONG); dan 
b. jumlah penduduk desa (JP), luas wilayah desa (LW), angka kemiskinan desa 

(AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG). 
 

(3) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai 
berikut : 
a. JPONG  sebesar 50% (lima puluh puluh persen); 

b. JP   sebesar 15% (lima belas persen); 
c. LW   sebesar 10% (sepuluh persen); 

d. AK   sebesar 15% (lima belas persen); 
e. IKG   sebesar 10% (sepuluh persen). 

 

(4) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : 
a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa 

suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah Lurah Desa dan Pamong Desa se-

Kabupaten Bantul; 
b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap 

keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Bantul; 
c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas 

wilayah Kabupaten Bantul; 

d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa 
terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Bantul; 

e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan 

jumlah IGK se-Kabupaten Bantul. 
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(5) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan    
data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai 
dasar penghitungan besaran Dana Desa. 

 
(6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara : 

ADD suatu Desa = Rp.103.373.000.000,- x (50% x JPONG) + (15% x JP) + (10% 

x LW) + (15% x AK) + (10% x IKG)). 

 
 

 
Bagian Ketiga 

Besaran ADD Untuk Setiap Desa 

 
Pasal 5 

 

(1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa. 

 
(2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Keempat 

Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Tetap Lurah Desa 
dan Pamong Desa 

 

Pasal 6 
 
(1) ADD dipergunakan untuk : 

a. penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan 
b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
 

(2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa ditentukan 

sebagai berikut : 
a. Desa yang menerima ADD berjumlah sampai dengan Rp.500,000,000,- (lima 

ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa  dan 

Pamong Desa paling banyak 60% (enam puluh per seratus); 
b. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 500,000,000,- (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah), 
pengunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa antara Rp. 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50%    

(lima puluh per seratus); 
c. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 700,000,000,- (tujuh   

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900,000,000,- (sembilan ratus juta 
rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa    
antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan 
d. Desa yang menerima ADD berjumlah lebih dari Rp. 900,000,000,- (sembilan 

ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan 

Pamong Desa antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% 
(tiga puluh per seratus). 
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(3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan 
Pamong Desa, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  
 
 

Pasal 7 
 

(1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa ditetapkan dalam APBDesa 
sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6. 

 
(2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong Desa terhadap penghasilan 

tetap Lurah Desa sebagai berikut : 
a. Carik Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 

80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Lurah Desa per   

bulan; 
b. Pamong Desa selain Carik Desa dan Staf Desa paling sedikit 50% (lima puluh 

per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari 

penghasilan tetap Lurah Desa per bulan; 
c. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
 
 

Bagian Kelima 
Pencairan 

 
Pasal 8 

(1) Pencairan ADD dapat dilaksanakan setiap bulan sebesar paling banyak 1/12 

(seperduabelas) dari besaran ADD setiap Desa. 
 

(2) Permohonan pencairan pertama kali dapat diajukan mulai minggu kedua bulan 

Januari 2016. 
 

(3) Permohonan pencairan ADD bulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja pada bulan sebelumnya. 

 

Pasal 9 
 

(1) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa diatur sebagai berikut : 
a. Pencairan pertama kali : 

1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan 

dilampiri : 
a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang 

bersangkutan; 

b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); 
c) Kwitansi; dan 

d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD). 
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1,Camat 

mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada    

Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bantul, dengan dilampiri : 
a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; 

b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang 
bersangkutan; 
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c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); 

d) Kwitansi; dan 
e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD). 

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka    

2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 
mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri : 
a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD; 

b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; 
c) Surat Permohonan dari Camat; 
d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang 

bersangkutan; 
e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); 

f) Kwitansi; dan 
g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD). 

 

b. Pencairan bulan berikutnya : 
1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan 

dilampiri : 

a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ; dan 
b) Kwitansi. 

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat 
mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada    
Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bantul, dengan dilampiri : 
a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; 

b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan 
c) Kwitansi. 

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka   

2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, 
mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri : 
a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD; 

b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; 
c) Surat Permohonan dari Camat; 
d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan 

e) Kwitansi. 
 

(2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas     
Desa. 

 
BAB III 

PELAPORAN 

 
Pasal 10 

 
(1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati 

melalui Camat setiap semester; 

 
(2) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dari Lurah Desa 

kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul; 

 
(3) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
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BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 11 
 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

pengelolaan ADD. 
 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan 
perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya. 

 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan 
oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya. 

 
(4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 13 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 
 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  31 DESEMBER 2015 
 
PENJABAT BUPATI BANTUL, 

 
               ttd. 

 
 

SIGIT   SAPTA   RAHARJA  

 
Diundangkan di Bantul 

pada tanggal  31 DESEMBER 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 
                              ttd. 
 

 
RIYANTONO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR  102 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 
Kepala Bagian Hukum 

 

 
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603 1 017 
 
 



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  102     TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO DESA BESARAN 2016 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 PONCOSARI 1,741,292,000 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,700 145,107,300

2 TRIMURTI 1,619,108,000 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,700 134,925,300

3 GADINGSARI 1,533,899,000 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,824,900 127,825,100

4 GADINGHARJO 975,609,000 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,800 81,300,200

5 SRI GADING 1,424,308,000 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,300 118,692,700

6 MURTIGADING 1,373,642,000 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,470,200 114,469,800

7 TIRTOMULYO 1,244,011,000 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,600 103,667,400

8 PARANGTRITIS 1,216,841,000 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,400 101,403,600

9 DONOTIRTO 1,226,562,000 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500 102,213,500

10 TIRTOSARI 978,542,000 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,545,200 81,544,800

11 TIRTOHARGO 871,009,000 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,584,100 72,583,900

12 SELOHARJO 1,665,083,000 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,756,900 138,757,100

13 PANJANG REJO 1,538,404,000 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,300 128,200,700

14 SRI HARDONO 1,577,654,000 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,471,200 131,470,800

15 SIDOMULYO 1,696,689,000 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,800 141,390,200

16 MULYODADI 1,542,697,000 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,558,100 128,557,900

17 SUMBER MULYO 1,682,590,000 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,215,800 140,216,200

18 CATUHARJO 1,394,086,000 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,173,800 116,174,200

19 TRIHARJO 1,548,608,000 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,700 129,050,300

20 GILANG HARJO 1,785,453,000 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,800 148,787,200

21 WIJIREJO 1,223,300,000 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,700 101,941,300

22 TRI WIDADI 2,029,477,000 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,123,100 169,122,900

23 SENDANGSARI 1,850,330,000 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,194,200 154,193,800

24 GUWOSARI 1,591,466,000 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,622,200 132,621,800

25 PALBAPANG 1,296,980,000 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,700 108,081,300

26 RINGIN HARJO 940,061,000 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,400 78,338,600

27 BANTUL 1,163,350,000 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,945,800 96,946,200

28 TRIRENGGO 1,605,266,000 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,772,200 133,771,800

29 SABDODADI 793,496,000 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,700 66,124,300
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30 PATALAN 1,549,345,000 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,112,100 129,111,900

31 CANDEN 1,470,100,000 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,300 122,508,700

32 SUMBER AGUNG 1,628,382,000 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500 135,698,500

33 TRIMULYO 1,553,359,000 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,600 129,446,400

34 SELOPAMIORO 2,085,436,000 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,300 173,786,700

35 SRIHARJO 1,249,407,000 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,117,300 104,116,700

36 WUKIRSARI 1,924,950,000 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500 160,412,500

37 KEBONAGUNG 660,234,000 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500 55,019,500

38 KARANG TENGAH 1,013,549,000 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,400 84,462,600

39 GIRIREJO 758,905,000 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,242,100 63,241,900

40 KARANGTALUN 689,581,000 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,465,100 57,464,900

41 IMOGIRI 627,707,000 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,308,900 52,309,100

42 MANGUNAN 1,119,127,000 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,600 93,260,400

43 MUNTUK 1,329,611,000 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,800,900 110,801,100

44 DLINGO 1,239,116,000 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,700 103,259,300

45 TEMUWUH 1,329,201,000 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,800 110,766,200

46 TERONG 1,076,825,000 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,400 89,735,600

47 JATIMULYO 1,376,370,000 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500 114,697,500

48 BATURETNO 1,081,103,000 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,091,900 90,092,100

49 BANGUNTAPAN 1,861,878,000 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500 155,156,500

50 JAGALAN 566,677,000 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,223,100 47,222,900

51 SINGOSAREN 527,581,000 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,965,100 43,964,900

52 JAMBITAN 1,149,681,000 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,800 95,806,200

53 POTORONO 1,205,748,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000 100,479,000

54 TAMANAN 1,162,695,000 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,891,300 96,890,700

55 WIROKERTEN 1,231,559,000 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,629,900 102,630,100

56 WONOKROMO 1,296,497,000 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,400 108,041,600

57 PLERET 1,289,607,000 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,467,300 107,466,700

58 SEGOROYOSO 1,108,443,000 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,370,300 92,369,700

59 BAWURAN 997,889,000 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,400 83,157,600

60 WONOLELO 1,015,738,000 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,644,800 84,645,200

61 SITIMULYO 1,576,402,000 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,366,800 131,367,200

62 SRIMULYO 1,734,118,000 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,509,800 144,510,200

63 SRIMARTANI 1,609,690,000 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,140,800 134,141,200

64 PENDOWOHARJO 1,644,198,000 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500 137,016,500

65 TIMBULHARJO 1,824,609,000 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,800 152,050,200

66 BANGUNHARJO 1,861,184,000 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,700 155,098,300

67 PANGGUNGHARJO 1,770,046,000 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,503,800 147,504,200

68 BANGUJIWO 2,366,544,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000 197,212,000

69 TIRTONIRMOLO 1,522,804,000 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,300 126,900,700

70 TAMANTIRTO 1,612,296,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000 134,358,000



71 NGESTIHARJO 1,567,200,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000 130,600,000

72 ARGODADI 1,729,189,000 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,099,100 144,098,900

73 ARGOREJO 1,504,050,000 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500 125,337,500

74 ARGOSARI 1,228,837,000 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,403,100 102,402,900

75 ARGOMULYO 1,515,719,000 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,309,900 126,310,100

103,373,000,000 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,417,200 8,614,410,800

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

JUMLAH


